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KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memberikan motivasi bagi bidang Tindak
Pidana Umum dan sebagai ciri khas serta landasan jiwa
bidang Tindak Pidana Umum, diperlukan lambang
bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik
Indonesia;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Jaksa Agung tentang Lambang Bidang Tindak Pidana

Umum Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden

Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
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Keterangan

a. Warna : merah darah #873739, merah marun #A83B3E,
merah #CC383C, kuning emas #FFCC2A, kuning
#FFDC6B, orange #FAA73E, putih tulang #FFFCD6,
hitam #201F1F, abu-abu #606055.

b. Jenis huruf :  Britannic.

Arti Lambang dan Dasar Filosofis

a. Warna
1. Merah :  mengandung arti keberanian dan semangat yang
tinggi tanpa tebang pilih dalam menegakkan
hukum berdasarkan asas dan norma.
2. Kuningemas : mengandung arti kehangatan dan humanisme

dalam penegakan hukum yang berlandaskan hati

nurani.






memberikan petunjuk dan nasihat atas permintaan raja dari negara lain,
khususnya raja dan para kesatria Pandawa yang selalu menjunjung tinggi
kebenaran dan kejujuran. Keberpihakan Prabu Kresna kepada pihak
Pandawa juga menjadi bukti bahwa Sang Kresna dengan segala
kemampuan mengendalikan urusan senantiasa berpihak pada kebenaran
dan keadilan. Falsafah inilah sebagai cerminan dan penegasan insan
Adhyaksa pada bidang Tindak Pidana Umum dan semua penuntut umum
sebagai pemilik perkara (dominus litis) yang melakukan tugas penuntutan
perkara tindak pidana umum senantiasa cerdas, mampu mengendalikan
penanganan perkara sejak prapenuntutan sampai dengan eksekusi,
mampu memberikan petunjuk kepada siapapun dengan segenap
keilmuan yang dimiliki, mampu membuktikan perkara yang didakwakan
dengan segala strateginya dengan senantiasa netral tidak memihak
kepada siapapun kecuali hanya pada kebenaran dan keadilan yang
bermanfaat, dan berhati nurani berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tugas dan wewenang
Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Tindak Pidana Umum dapat
dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak sembarangan
sebagaimana nilai yang terkandung dalam lambang bidang Tindak Pidana
Umum dan semboyan bidang Tindak Pidana Umum “Tegas, Terukur,
Tuntas, dan Humanis”. Tegas merupakan cerminan dari perwujudan
kepastian hukum, Terukur merupakan cerminan dari tujuan untuk
mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum, Tuntas atau paripurna
merupakan cerminan dari tujuan untuk memberikan kemanfaatan dalam
penegakan hukum, dan Humanis merupakan cerminan dari penyertaan

rasa kasih sayang dalam penegakan hukum.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
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